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Abstract
Sexual problems are a reality that needs special attention and the problems that
occurred throughout history. Sexual instincts for the good and welfare of humans.
Among pernikahn provisions include those relating to the ability of a person in the
economy, meaning that people who get married are primarily men he must have a
good ability to relate carabao capability * with the spiritual and physical needs as
well as that must be owned by both parties to responsibility as a consequence of a

marriage

Kata kunci: Nikah, Mut ah, Hadis ahkam, istinbath.

A. PENDAHULUAN

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang perlu mendapat perhatian
khusus dan merupakan problema yang terjadi sepanjang sejarah. Dikatakan demikian
karena sejak lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, manusia telah diberi
oleh Allah Swt. naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan mereka.

Allah Swt. melalui Islam yang diturunkan-Nya, secara khusus mengatur lalu
lintas penyaluran kebutuhan seksual ummat manusia sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan-Nya. Di antara ketentuan dimaksud antara lain terkait
dengan kemampuan seseorang di bidang ekonomi. Ini berarti bahwa orang yang akan
melangsungkan pernikahan tersebut terutama laki-laki harus memiliki kemampuan
ekonomi untuk membiayai suatu pernikahan disamping kemampuan rohani dan
jasmani yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak untuk memikul tanggung jawab
sebagai konsekwensi suatu pernikahan.

Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa persyaratan yang telah ditetapkan tadi,
baik dari aspek kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang untuk

menanggung biaya hidup maupun dari aspek kesiapan fisik dan mental untuk
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memikul tanggung jawab, tidak dapat terpenuhi secara bersamaan. Ada orang yang
mampu secara ekonomi tetapi dia tidak mau repot-repot memikul tanggung jawab
memberi nafkah isteri. Disisi lain ada orang yang tidak mampu secara ekonomi dan
tidak mampu mengontrol nafsu biologis yang dia miliki sehingga ada kekhawatiran
bahwa dirinya akan terjerumus pada prilaku hubungan sex bebas. Selanjutnya ada
wanita yang siap dinikahi untuk memperoleh keturunan dan bersedia untuk tidak
diberi nafkah material. Bahkan sebahagian wanita bersedia membelanjai suami yang
menikahinya, sebahagian lagi siap menikah untuk pemenuhan kebutuhan biologis
tetapi tidak bersedia didikte oleh sejumlah kewajiban lain yang seharusnya dijalankan
oleh isteri. Seluruh alasan di atas dapat memotivasi setiap orang untuk melakukan
nikah mut’ah yang dikenal dalam sejarah ummat manusia.

Tulisan ini akan berusaha menelusuri rentetan nas terutama nas hadis yang
menguraikan perkembangan nikah mut’ah sejak masa awal (ketika boleh

melakukannya) sampai dengan munculnya larangan mempraktekkannya.

B. PEMBAHASAN
1. Takhry al-Hadis
Penelusuran terhadap hadis-hadis yang diperlukan dalam pengkajian terhadap
nikah mut’ah ini dilakukan dengan bantuan al-Mu jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis
an-Nabawi karangan A.J. Wensinck, dkk.'® Ketika dilakukan pencarian, diperoleh
petunjuk dari buku tersebut bahwa hadis-hadis tentang masalah mut’ah tercantum
dalam buku-buku hadis sebagai berikut:
a. Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2, Kitab an-Nikah, halaman 32.
Sahih al-Bukhart, Juz 3, Kitab an-Nikah, Bab 31.
Sahih al-Bukhart, Juz 3, Kitab al-Magazi, Bab 38.
Sahth al-Bukhart, Juz 3, Kitab Zabaih, Bab 28.
Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawti, Juz 9, Kitab an-Nikah, hadis nomor 25.
Sunan at-Turmuzi, Juz 2, Kitab an-Nikah, Bab 28.
Sunan an-Nasa't, Juz 5, Kitab an-Nikah, Bab 71.
Sunan Ibnu Mdjah, Juz 1, Kitab an-Nikah, Bab 44.
. Al-Muwatta’, Juz 2, Kitab an-Nikah, Bab 18.
j. Sunan ad-Darimi, Juz 2, Kitab an-Nikah, Bab 16.

=

o o

o «Q o

164° A J. Wensinck dkk., al-Mu ’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi, Juz 6 (Leiden:
Brill, 1967), h. 167.
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Namun demikian, dari sejumlah hadis yang ditemukan pada kitab di atas
hanya yang dianggap penting yang dikemukakan di sini, sedangkan yang lainnya
dapat dirujuk pada lampiran. Di antara hadis dimaksud adalah:

1) Sahih al-Bukhart, Juz 3, Kitab an-Nikah, Bab 31, sebagai berikut:
Al e o al g e ag o ) Sl st 58 Y pans 4 Ape Gl Wina Jielan) o @il Lina
e AlaY) peall asal e 5 Al (e (3 B Ll O i (Y DB die ) o) Ll o gl e
165)*}.;

2) Sunan at-Turmuzi, Juz 2, Kitab an-Nikah, Bab 28.

Bame G (s 08 s e U pal e (pdand Al de G Olbu Waa (Ol G 2 sena Wiaa
Lz 4d G 300 oy a1 1S DY) Il (8 i) i€ L) 1B (e 0l e S O dema o0
e V) AN i 1) ool A el g dclie Al Jadah oy 45) (5 e ) Bl pall g Y 48 e
168 (agiladd cSla L i pgal 5 )f
3) Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi, Juz 5, Kitab an-Nikah, Bab 3, sebagai berikut:
a8 ) Haa jee o el e Waa ol Uaa pad Gpdll 2o O deaa Uina

elasill (ya g liaiuY) 8 Al cusd) i€ a8 ) Gl Leolly JU8 88 1 ) pas ) e S 4l B2 ol

A8 40 )

7 s o gl Laa 15380 Y i JA0lh {5 (e o IS (e Rl o gy ) lld o e

Hadis di atas sekaligus mempresentasikan perbedaan redaksi matan hadis
tentang mut’ah. Hadis-hadis yang ada pada lampiran pada umumnya memiliki redaksi
matan yang hampir sama dengan redaksi hadis al-Bukhari. Perbedaan redaksi hanya
dalam hal penyebutan mut’ah dengan sebutan nikah al-mut’ah, zamana khaibara
dengan ungkapan yauma atau ‘ama khaibara, luhiim alhumur al-ahliyah dengan lafaz
luhiim al-humur al-instyah.

Selanjutnya, hadis nomor 2 yang dikutip dari Sunan at-Turmuzi berbeda
redaksi matan hadisnya dengan redaksi matan hadis nomor 3 yang diambil dari kitab
Sahth Muslim bi Syarhi an-Nawawi. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya
periwayatan hadis bi al-ma’na karena maksud dan tujuan larangan tersebut sama

namun diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda.

1% Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhart al-Ja’fi, Sahih Bukhari, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 129.

166 Abii Isa Muhammad bin Tsa bin Siirah, Sunan at-Turmuzi, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr,
2001), h. 365.

167 Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi, Juz 5
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 186.
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2. Penelitian Sanad dan Matan Hadis Mut’ah

Penelitian terhadap kesahihan sanad dan matan hadis mut’ah yang tercantum
dalam tulisan ini terbatas pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur Ali
bin Abi Talib'®® mengingat karena keterbatasan ruang yang tersedia.

a. Penelitian Sanad

Usaha untuk memastikan kesahihan hadis mut’ah dari segi sanad dilakukan
dengan berpedoman pada syarat-syarat: 1. Sanad harus bersambung (muttasil), 2.
Perawinya adil, 3. Dabit, 4. Sanad tersebut tidak syaz dan 5. Tidak ber ‘illat.*®

Para perawi yang termasuk dalam sanad hadis yang diriwayatkan oleh al-

Bukhart melalui ‘Alt dimaksud adalah Malik bin Ismail, Sufyan bin ‘Uyaynah, az-

Zuhri, al-Hasan bin Muhammad, Muhammad bin ‘Ali dan ‘Al bin Abi Talib sendiri.

1) ‘Ali bin Abi Talib adalah salah seorang di antara al-Khulafa ar-Rasyidin yang
sudah tidak diragukan lagi sifat sigah dan kedabitannya.

2) Muhammad bin ‘All menurut al-‘Ijli adalah seorang tabi’i Sigah dan saleh
sedangkan Ibrahim bin al-Junaid menilai bahwa Muhammad bin Ali termasuk
dalam bagian asahh asanid. Waktu kelahirannya menurut sebagian ulama adalah
pada masa Abu Bakar dan menurut sebahagian yang lain adalah pada masa Umar,
namun yang pasti beliau meninggal pada tahun 73 H.}"®

3) Al-Hasan bin Muhammad. Al-Asqalani dalam bukunya Taqrib at-Tahzib berkata
bahwa al-Hasan bin Muhammad adalah seorang yang sigah dan fagih dan
meninggal pada tahun 100 H.*"*

4) Az-Zuhri. Namanya adalahMuhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Syihab
bin Abdullah bin al-Haris bin Zuhrah bin Kilab al-Qurasyi az-Zuhri. Beliau
mencapai derajat al-fagih dan al-kafiz, meninggal pada tahun 25 H.'"2

5) Sufyan bin ‘Uyaynah. Menurut Ibnu Sa’id, Sufyan adalah seorang yang sigah
dan dapat mencapai gelar keahlian al-Hujjah, sedangkan menurut Ibnu Hibban

beliau adalah seorang yang wara’ dan mengetahui agama. Dia lahir pada tahun
107 H.M®

1%8 | ihat Lampiran 1 tentang hadis-hadis yang terkait dengan Nikah Mut’ah.

199 Nawir Yuslem, Ulim al-Hadis (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 354.

% Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tahzib at-Tahzib, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1994), h. 306.

1 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tagrib at-Tahzib, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1995), h. 210.

172 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tagrib, Juz 2, h. 133.

173 Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tahzib, Juz 4, h. 109.
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6) Malik bin Isma’il. Al-Asqalani mengatakan bahwa Malik bin Isma’il adalah
seorang yang sigah, dipercaya dan ‘abid."* Beliau meninggal pada tahun 219
H.175

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi sanad, rijal
al-hadis melalui jalur Ali bin Abi Thalib bersambung dari Rasulullah saw. kepada
sahabat, tabi’in sampai kepada mukharrij. Disamping itu, seluruh perawinya dinilai
sigah dan dabit. Oleh karena itu hadis al-Bukhari ini dinilai muttasil.

b. Penelitian Matan

Tidak dapat dibantah bahwa kata istamta’a ditemukan di dalam Alqur’an

surah an-Nisa’ ayat 24 sebagai berikut:
(VF o elull) | Ay 5d (ra ) sl (o 5 (gl 40 inialal Lad

Kata istamta’a ditafsirkan oleh ulama dengan nikah mut’ah yang ditetapkan

sejak permulaan Islam. Ayat inilah yang sering dipergunakan sebagian orang
sebagai dasar bagi berlakunya nikah mut’ah di samping persetujuan yang pernah
diberikan pada masa awal tersebut telah dicabut oleh hadis Rasul sendiri. Dengan
kata lain, pada masa belakangan dilarang melakukan nikah muz’ah.*™

Dari sejumlah hadis yang tercantum pada lampiran terlihat secara jelas bahwa
semua matan hadis dari sejumlah perawi yang dikumpulkan oleh ulama hadis
terkenal melarang mut’ah. Hadis yang diriwayatkan Mahmid bin Gailan diakui
memiliki perbedaan redaksi matan dengan hadis lain, namun materinya tidak keluar
dari pokok permasalahan. Bahkan hadis tersebut secara tegas menjelaskan bahwa
bolehnya melakukan mut’ah hanya berlaku pada permulaan Islam. Selain itu, jalur
hadis Muslim sendiri yang memiliki jalur sanad yang berbeda dengan jalur sanad
hadis kebanyakan ulama hadis, yakni melalui az-Zuhri, ar-Rab1’ bin Saburah, melalui

Saburah sendiri dan langsung dari Rasul, tetap memiliki materi matan yang sama

dengan materi matan hadis dari sanad lainnya.

Dengan demikian, alasan dan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa
matan hadis tentang mut’ah memenuhi derajat sahih. Penetapan ini didukung oleh
pendapat ulama hadis yang sepakat mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh

al-Bukhari dinilai sebagai hadis sahih.

7% Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tagrib, Juz 2, h. 151.

%> Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, Tahzib, Juz 10, h. 4.

176 Muhammad bin Hunain al-Qammi an-Naisabiiri, Tafsir Garaib al-Furgan, Juz 2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 1996), h. 392.
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3. Asbab al-Wuriid

Sebagai sabab al-wuriid dari hadis mut’ah ini dapat dikemukakan dua versi
informasi sebagai berikut:

Al-Maziri menjelaskan bahwa nikah mut’ah dibolehkan pada permulaan
Islam. Nikah mut’ah dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka sedang
bepergian ke medan perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Islam.
Nikah tersebut mereka lakukan karena mereka jauh dari isteri, sementara tuntutan
biologis sangat mendesak (sabrahum ‘anhunna qalil).*"’

Versi lain mengatakan bahwa hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-
sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Ketika itu tidak ada kaum
wanita di tengah-tengah mereka, maka sahabat bertanya kepada Rasullullah untuk
mengebiri diri. Namun Rasulullah melarang melakukan hal itu. Pada saat itulah
beliau memberikan kemurahan kepada sahabat untuk menikahi seorang wanita dalam

jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian.'’®

4. Pemahaman Teks Hadis dari Pendekatan Semantik dan Hermenetik

Dari teks hadis yang melarang nikah mut’ah yang ada dalam pembahasan ini
ada dua kata yang perlu dijelaskan, yakni kata naha dan mut’ah.

Kata naha berarti  J=alb ol Jsilbaie a3 17 seseorang melarang daripadanya
dengan perbuatan atau dengan ucapan, bisa juga berarti to forbid, prohibit atau pun to
bend (melarang seseorang untuk melakukan sesuatu).*®

Kata mut’ah secara etimologi berarti  Ulej<; 335 aam) 81 yang berarti
mengambil manfaat dan menikmati kelezatan dengannya dalam beberapa waktu.
Sedangkan menurut istilah, nikah mut’'ah adalah nikah sementara yang dibatasi
dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara tidak untuk
selamanya.'’® Sebagai contoh, seorang laki-laki melapalkan atau mengucapkan
kalimat, “Aku kawinkan engkau dengan fulan selama satu bulan mulai hari ini, atau

hingga si fulan datang, dengan maskawin yang besarnya sekian.” Kemudian laki-laki

7 Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi, Sahih, h. 180.

% Ibid., h. 182.

1 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugah (Beirut: al-Katolikiyah, 1953), h. 647.

180 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic English (Beirut: Maktabah
Lebanon, 1974), h. 1004.

181 1 ouis Ma’luf, Al-Munjid, h. 549.

182 Mustafa al-Khin, 4sar al-Ikhtilaf ft al-Qawaid al-Usiliyah (Beirut: Ar-Risalah, 2003), h.
585.
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yang dikawinkan menyetujuinya. Dengan ucapan seperti ini maka ikatan perkawinan
dianggap telah terjadi. Apabila satu bulan telah habis, atau fulan yang dimaksud telah
datang, maka otomatis perceraian di antara keduanya dianggap telah terjadi, tidak ada
prosedur yang harus ditempuh untuk itu.

Nikah mut’ah ini berasal dari tradisi masa pra Islam yang merupakan
perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan
(gadis, janda cerai atau janda karena ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian
pernikahan (ajal) dan jumlah imbalan (ajar) yang diberikan kepada isteri sementara
haruslah spesifik. Pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau
99 tahun.'®

Pernikahan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri saksi kendatipun
kehadiran saksi sangat dianjurkan. Selanjutnya, pihak pria tidak berkewajiban
menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk isteri sementaranya sebagaimana yang
harus ia lakukan dalam perkawinan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga
mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami kecuali dalam perkara
seksual.®® Tujuan nikah mut’ah adalah kenikmatan seksual (istimta’), sedangkan
tujuan pernikahan permanen (nikah) adalah untuk prokreasi (taulid an-nasl).

Nikah mut’ah merupakan fenomena kaum perkotaan pinggiran dan popular
terutama di pusat-pusat ziarah di Iran. Pola perkawinan sementara di Iran berubah
setiap zaman sesuai dengan dukungan dari rezim Islam tertentu pada institusi tersebut.
Selain proses pelaksanaan perkawinan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri
oleh saksi, seorang muslim Syi’ah diizinkan untuk secara simultan melakukan
pernikahan sementara sebanyak mungkin yang ia kehendaki di samping empat orang
isteri yang secara legal diperbolehkan. Namun seorang muslimah Syi’ah hanya
diizinkan melakukan satu pernikahan sementara dalam selang waktu yang sama.'®®

Selama rezim Pahlevi (1925-1979), perkawinan sementara memang tidak
illegal, namun tetap dipandang negatif sehingga dengan demikian nikah mut’ah tidak
pernah memperoleh restu yang tegas yang setingkat dengan restu terhadap pernikahan

permanen. %

183 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York:
Oxford University Press, 1995), h. 212.
184 ;i
Ibid.
% Ibid., h. 213.
15 Ibid.
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5. Istinbat Hukum dari Hadis Mut’ah

Pada permulaan Islam, nikah mut’ah memang dibolehkan. Rasulullah saw.
membolehkan nikah mut’ah ketika para sahabat sedang dalam bepergian (dalam
perjalanan) atau ketika mereka pergi bertempur melawan musuh. Tidak satu pun
riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membolehkan nikah mut’ah ketika
sahabat sedang berada di rumah alias tidak sedang dalam bepergian.

Di antara hadis yang membolehkan nikah mut’ah tersebut adalah:

Gy (e Ulgih aadion Y Ll o Lot U 38l J gy an 5 535 US 1B 3 gasa () 2
A Jal Le bk 1 ga a3 Y ) gial Gl Ll 1 ) ae 158 &5 Jad ) sl 31yl xS W (ad 5 a8
oI
187 il Cany W ) () ) sa5a3 Y
Artinya:

Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: Kami berperang bersama-
sama dengan Rasulullah saw., di tengah-tengah kami tidak ada kaum wanita, lalu
kami bertanya apakah tidak sebaiknya kami mengebiri diri. Namun Rasulullah saw.
melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberikan kemurahan kepada
kami untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin
pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas’ud membaca ayat:

(MY 2 3lall) ASD ) Jal Le il | g s Y ) il 0l Lally
Yang berarti bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengharamkan sesuatu
yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, dalam arti nikah mut’ah boleh dilakukan.

Kemudian beliau kembali membolehkan nikah mut’ah. Di antaranya pada
waktu umrah al-gada’, pada waktu terjadinya penaklukan kota Makkah, pada waktu
terjadinya peristiwa perang Hunain dan pada waktu peristiwa pertempuran Tabuk.'®®
Akhirnya beliau mengharamkannya buat selama-lamanya. Pengharaman terakhir
berlangsung pada akhir hari-hari Rasulullah saw. pada haji wada’.

Untuk mengambil suatu hukum dari nas hadis nikah mut’ah di atas perlu
dipedomani hal-hal berikut:

Pertama, kata ‘naha’ yang ada di dalam teks hadis adalah salah satu dari sigat
nahi yang secara eksplisit berarti melarang. Jumhur fuqaha’ dari kalangan

Syafi’iyah,Malikiyah, Hanafiyah dan sekelompok dari kalangan mutakallimin

187 Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi, Sahih, Juz 9, h. 182.

188 Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, Nailul Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits
Sayyid al-Akhyar diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’ , 1994), h.
521.
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menyebutkan bahwa kata ‘naha’ (larangan) tersebut mengindikasikan ketidakbolehan
baik dari sudut bahasa maupun dari sudut pandangan syara’.’®® Nahi tidak hanya
menunjukkan ketidakbolehan dari sudut bahasa saja, tetapi juga menunjukkan
ketidakbolehan dari sudut makna karena Nahi merupakan tuntutan untuk tidak
melakukan sesuatu yang dilarang. Ungkapan naha menunjukkan atas larangan
terhadap apa yang dirangkaikan dengan kata tersebut. Dalam hadis tersebut di atas,
kata naha dirangkaikan dengan nikah mut’ah. Sedangkan kata mut’ah berarti nikah
sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat
sementara, tidak untuk selamanya.

Dengan demikian teks hadis bertujuan melarang seseorang melakukan nikah
mut ah. Sesuai kaidah Usul Figh a3l el 3 Ja¥) maka nahi yang ada pada hadis
tersebut menunjukkan haram hukumnya melakukan yang dilarang tersebut.

Kedua, ditinjau dari segi sanad, hadis yang melarang mut’ah di atas termasuk
dalam klasifikasi hadis Ahad. Sedangkan hadis Ahad menurut kelompok Syi’ah tidak
dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) kecuali kalau hadis Ahad tersebut
muncul dari sahabat yang mengakui adanya imamah. Sedangkan Jumhur Ulama
termasuk Syafi’iyah sendiri mengakui hadis Ahad sebagai hujjah.

Ketiga, dalam masalah hadis sebagai penasikh bagi al-Qur’an ditemukan
perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Syi’ah mengatakan bahwa ayat yang ada
pada surah an-Nisa’ ayat 24 tidak dapat dinasakh oleh hadis yang melarang mut’ah,
berbeda dengan Ahlussunnah yang mengatakan bahwa hadis yang melarang mut’ak
dapat menasakh ayat dimaksud.'*® Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau
Syi’ah mengakui bahwa boleh melakukan nikah mut’ah, berbeda dengan pendapat
Sunni yang tidak menyetujui dan tidak mengakuinya.

Keempat, nikah mut’ah memiliki sejumlah mafsadah. Di antaranya adalah
bahwa anak yang lahir dari nikah mut’ah biasanya tidak dinisbahkan kepada ayahnya.
Dengan kata lain, anak tersebut tidak termasuk dalam lingkup keluarga suami (ayah si
anak). Di samping itu, antara isteri dengan suami atau antara anak dengan si ayah,
biasanya tidak saling mewarisi. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya
kewajiban bagi suami untuk menbelanjai isterinya dan karena tidak adanya kewajiban
isteri terhadap suami selain memenuhi kebutuhan seksual semata. Dengan demikian

di saat perkawinan tersebut bubar maka pihak-pihak terkait sangat dikhawatirkan

189 saifuddin al- Amidi, al-Ahkam fi Usiil al-Ahkam, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 322.
199 Mustafa al-Khin, Asar, h. 588.
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menjadi terlantar dan hidup melarat. Si anak misalnya, di samping tidak diakui
sebagai keturunan laki-laki yang menyebabkannya lahir, dia juga tidak dapat
mewarisi laki-laki (ayahnya).

Teori Usiil Figh menjelaskan Aiad Gla e s s didl e B9
meninggalkan mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahah yang tersedia.
Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 77 berbunyi =, (8 il &35 Y

Cpiuddl g ¥ A o) yang berarti “janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi.
Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat binasa”.'®* Dengan
demikian kalau nikah mut’ah dibolehkan, maka mafsadah yang akan ditimbulkannya
akan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Kalau nikah mut’ah
dibolehkan, maka nikah tersebut akan menimbulkan sejumlah masalah ketimbang
menyelesaikan problem pribadi yang membutuhkan jalan keluar.

Mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan sahabat maupun tabi’in
memelihara keharaman nikah mut’ah. Mereka telah mengamalkan keharaman tersebut
dan kemudian meriwayatkannya kepada generasi berikutnya. Tidak ada perbedaan
pendapat ulama mengenai nikah mut’ah, kecuali golongan Syi’ah Rafidah yang tetap
membolehkannya. Nikah mut’ah adalah nikah yang batil, karena pengertian
sementara yang terkandung dalam nikah mut’ah bertentangan dengan tujuan dasar
pernikahan dari sisi pembatasan waktu.'*

Jika diamati realitas pernikahan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan
pembahasan di atas, ditemukan fakta bahwa sebahagian masyarakat Indonesia
memiliki kecenderungan untuk melakukan nikah yang identik dengan nikah mut’ah,
seperti yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat Jawa Barat. Di kalangan
masyarakat Jawa Barat yang mata pencaharian utamanya sebagai petani padi, sudah
merupakan suatu tradisi untuk melakukan perkawinan di saat musim panen tiba.
Tidak diketahui secara pasti apakah masa untuk perpisahan ditentukan di awal ikatan
pernikahan, namun yang jelas ketika hasil padi yang diperoleh sebelumnya mulai

menipis atau habis, biasanya mereka akan ramai-ramai bercerai. Jadi, tidaklah

91 |zzu ad-Din Abd. al-‘Aziz ibn Abd as-Salam, Qawa id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz 2
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 12.

192 4. Oemar Bakry, Alqur’an al-Karim, Tafsir Rahmat (Jakarta: Mutiara, 1983), h. 767.

193 Wahbah az-Zuhayli, al-Figh al-Isiami wa Adillatuh, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asar,
1986), h. 6611.
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mengherankan jika jumlah rata-rata perceraian akan meningkat tajam pada waktu itu.
Fenomena seperti ini perlu diteliti lebih lanjut.***

Selanjutnya, untuk kasus tentara yang bertugas di daerah atau wilayah tertentu
tidak dapat dipergunakan kaedah J\» 2!l sebagai dasar untuk melegalisasi nikah
mut’ah yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis semata.
Kalaupun kondisi perang tidak memungkinkan para tentara untuk melaksanakan
nikah normal sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual sangat mendesak, akan sulit
mengukur tingkat kemudratan yang dihadapi.

Pertanyaannya adalah: Apakah hidup seorang tentara akan berakhir jika hasrat
seksualnya tidak tersalurkan lewat nikah mut’ah? Jawabannya, tidak. Nikah mut’ah
tidak termasuk dalam kelompok — 45 all xluadl | Bahkan nikah mut’ah akan
mengabaikan al-Magsalih ad-Daririyah yang perlu dijaga, yakni an-nasl.'*®

Singkatnya, para tentara tetap tidak dibenarkan melakukan nikah mut’ah
walaupun dalam kondisi perang karena ajaran Islam sudah sempurna dan
pemberitahuan tentang larangan mut’ah sudah disampaikan 14 abad yang silam.

Terakhir, pernikahan para tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia
dengan wanita lokal dianggap sah dan dibenarkan sepanjang suami memenuhi
kebutuhan zahir dan batin isteri dan anaknya serta batas pasti berakhirnya perkawinan

tidak dinyatakan dalam sigat ijab qabil pernikahan.

C. PENUTUP

Sudah dijelaskan di awal bahwa nikah mut’ah adalah nikah sementara yang
dibatasi dengan waktu tertentu. Dalam perkawinan mut’ah kedudukan wanita sama
seperti barang dagangan yang diperjualbelikan setiap waktu dan dipindahkan dari satu
kekuasaan lelaki ke kekuasaan lelaki yang lain. Yang diperoleh dari nikah mut’ah
hanyalah kepuasan nafsu birahi semata.

Institusi pernikahan tidak saja bertujuan untuk pengadaan dan penyediaan
tempat penyaluran nafsu biologis tetapi juga untuk pencapaian tujuan yang lebih
mendasar dari suatu perkawinan, yaitu sebagai ibadah. Syari’ atau Allah Tuhan seru
sekalian alam telah menyampaikan kepada ummat manusia (muslim) bahwa nikah

mut’ah tersebut haram melakukannya dan keharamannya il@ yaum al-giyamah.

194 Informasi ini diperoleh dari sdr. Erik Sumarna, alumni PPs IAIN-SU yang berasal dari
Bandung, Jawa Barat dan saat diwawancarai yang bersangkutan bertugas sebagai hakim di Pengadilan
Agama Kabupaten Langkat.

19 Mustafa al-Khin, Asar, h. 552.
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Wallahu a’lam.
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